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PUTUSAN
Nomor 1018/Pdt.G/2021/PA.JB

5{53 W ERE RS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Jakarta 10 Oktober 1984, umur 36 tahun,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXxXXx XX
XXXXXXXXXXXX  XXXXXXX XXXXX, tempat tinggal di XX, sebagai

Pemohon;
lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Jakarta 10 Januari 1985, umur 36 tahun,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX
XXXXXX, tempat tinggal di XX, sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12
April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta
Barat dengan register perkara Nomor 1018/Pdt.G/2021/PA.JB, mengemukakan
dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa, pada tanggal 15 Agustus 2009 Pemohon dengan
Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambora, XxxX
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XXXXXXX XXXxX berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XX tanggal 17
Agustus 2009;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon
tinggal terakhir bersama yang beralamat di XX;
3. Bahwa, setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah
bercampur sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan belum
dikaruniai anak;
4, Bahwa, awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan
rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2017 antara Pemohon
dan Termohon mulai terjadi perselisihan yang disebabkan antara lain:
4.1. Bahwa Termohon berselingkuh dengan pria idaman lain
berbeda yang diketahui oleh Pemohon awalnya dari pengakuan
saudara Termohon dengan menanyakan status dari Termohon,
dan Termohon tidak pernah mengakui adanya hubungan tersebut
bahkan Termohon melakukan perbuatan tidak terpuji yaitu
mempunyai video mesum dengan pria lain;
4.2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga sudah tidak ada
kecocokan;
4.3. Bahwa Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama
dengan waktu yang lama, dengan alasan sakit dan sudah tidak
menjalankan kewajiban sebagai istri kepada Pemohon;
4.4. Bahwa Termohon sudah tidak bisa diberikan nasihat baik
oleh Pemohon dikarenakan selalu mengulangi kesalahan sama
sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon
tersebut terjadi kurang lebih sejak bulan Maret Tahun 2020, yang akibatnya
antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah dan yang

meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon. Sehingga sejak saat
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itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan
hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri hingga saat ini;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku
Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian
Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan
perkawinan Pemohon dengan Termohon. Oleh karenanya Pemohon
berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak
Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan
talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;

7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Jakarta Barat cq Majlis Hakim berkenan memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan ijin  kepada Pemohon (PEMOHON) untuk

menjatuhkan talak satu Raji kepada Termohon (TERMOHON) di

hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah
menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap
dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa
Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 20
April 2021 dan tanggal 15 Maret 2021 yang relaas panggilannya dibacakan di
dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan
suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Pemohon;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar tidak bercerai
dengan Termohon dengan jalan rukun kembali membina rumah tangga, tetapi
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Pemohon tetap dengan kehendaknya untuk mengajukan permohonan ini dan
mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon
yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir
di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalii permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

l. Bu

kti Surat
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX Tanggal 17 Agustus 2009
atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tambora, XXXX XXXXXXX XXXXX,
bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis
diberi tanda P.1;

Il. Bukti Saksi

1. SAKSI, umur 45 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah

tangga, tempat tinggal di XX; telah memberikan keterangan di bawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak
kandug Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal terakhir di
daerah Kedoya Selatan, Kebon Jeruk Xxxx XXXXXXX XXXXX;

- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai

anak;
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- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan
rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2017 rumah tangga
Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan; karena Termohon berselingkuh dengan pria
idaman lain, antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran, dan Termohon sudah tidak bisa
diberikan nasihat baik oleh Pemohon;

- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2020 Termohon pergi meninggalkan
kediaman bersama Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan
Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan badan
sebagaimana layaknya suami istri dan selama berpisah antara
Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi
hingga sekarang;

- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah
dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 44 tahun, agama islam, pekerjaan Karyawan
swasta, tempat tinggal di JI. XX; telah memberikan keterangan di bawah
sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak
Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal terakhir di
daerah Kedoya Selatan, Kebon Jeruk Xxxx XXXXXXX XXXXX;

- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai
anak;

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan
rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2017 rumah tangga
Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan; karena Termohon berselingkuh dengan pria

idaman lain, antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi
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perselisihnan dan pertengkaran, dan Termohon sudah tidak bisa
diberikan nasihat baik oleh Pemohon;

- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2020 Termohon pergi meninggalkan
kediaman bersama dan selama berpisah antara Pemohon dan
Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi hingga sekarang;

- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah
dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan
telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Termohon tidak pernah hadir di
persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang
pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat
permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan
Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada
hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini
yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai Cerai Talak yang diajukan oleh
Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut
hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili
perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan terikat perkawinan sah dengan
Termohon, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis,
selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak. Oleh karena itu,
berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
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Perkawinan, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan Cerai
Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak hadir,
maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi
ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo
Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali
sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan, maka yang
menjadi alasan atau dalil-dalil Pemohon adalah telah terjadi pertengkaran dan
perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan oleh: karena
Termohon berselingkuh dengan pria idaman lain, antara Pemohon dan
Termohon terus menerus terjadi perselisihnan dan pertengkaran, dan Termohon
sudah tidak bisa diberikan nasihat baik oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya atas dalil
permohonan Pemohon karena tidak hadir menghadap di persidangan, maka
Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan
kebenaran dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotocopi Kutipan Akta Nikah yang
telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata
cocok dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut terdapat fakta bahwa
Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17
Agustus 2009, secara sah oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan
Tambora, XxxxX XXXXXxX xxxxx,berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:
700/66/V111/2009;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang
telah disumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi—saksi Pemohon telah memberikan keterangan
di persidangan yang pada pokoknya menguatkan alasan dan dalil-dalil
permohonan Pemohon;
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Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak melakukan bantahan
terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka pada dasarnya dalil-dalil
permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 1 (satu) Pemohon memohon agar
Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, Majelis Hakim
berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan baru bisa ditentukan
setelah Majelis Hakim selesai mempertimbangkan satu persatu petitum
permohonan Pemohon di bawabh ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 2 (dua),
yang memohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk
menjatuhkan talak terhadap Termohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan
antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,
maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo
Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis
Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat
Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan dua
orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah
sumpahnya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi,
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang
puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, saksi-saksi
Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun, namun usaha
tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi Pemohon
tersebut di atas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-
fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi
sering terjadi percekcokan dan perselisihan;
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2. Bahwa penyebab percekcokan dan perselisihan tersebut adalah karena;
Termohon berselingkuh dengan pria idaman lain, antara Pemohon dan
Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan
Termohon sudah tidak bisa diberikan nasihat baik oleh Pemohon;

3. Bahwa puncak dari perselisihan dan percekcokan tersebut antara Pemohon
dan Termohon telah berpisah rumah;

4. Bahwa saksi-saksi Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon untuk
tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim
berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah
sampai pada puncak perselisihan dan percekcokan sehingga rumah tangganya
dapat dikatakan sudah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon
tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah pisah rumah
tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah
tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan
kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan
Termohon sudah lama terjadi konflik, dan saksi/keluarga telah berusaha
menasehati, namun usaha tersebut tidak berhasil dan menyatakan bahwa
rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk
dipersatukan;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Termohon selaku
isteri yang tidak hadir ke persidangan untuk membela hak-haknya atau setidak-
tidaknya untuk membujuk Pemohon agar bersatu kembali dalam rumah
tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan
saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang

terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga telah berupaya menasehati
Pemohon agar tetap rukun, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai
dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi

berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat
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menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara
Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga

yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat
dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa
tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dengan Termohon selaku pasangan
suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling
pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi
berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka
agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma
agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif
untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan

Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah
dalam surat Al-Bagarah ayat 227:

PR L-;'.e j}'da_"s 'nj,.-._;& '

Yang artinya: “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka

sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum
tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian
yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon di
persidangan, maka dari itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan
dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i

terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih
pendapat ahli figih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il hal. 405 yang berbunyi :

4o Vb g0 ot by pubed) oG e Sl 31 g3
"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak
menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim, dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sekalipun telah dipanggil
secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir, dan tidak
pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya
tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan
ketentuan pasal 125 dan 126 HIR permohonan Cerai Talak Pemohon terhadap
Termohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara
yang timbul dari perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan
hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan,tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan
talak satu Raji kepada Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang

Pengadilan Agama Jakarta Barat;
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4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini dihitung sejumlah Rp. 895.000 (delapan ratus sembilan puluh
lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Jakarta Barat pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 Masehi bertepatan
dengan tanggal 19 Syawwal 1442 Hijriah oleh Drs. Sayuti, S.H., M.H. sebagai
Ketua Majelis, Drs. Nurhafizal, S.H., M.H. dan Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para
Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sulaiman, S.H. sebagai Panitera

Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Drs. Nurhafizal, S.H., M.H. Drs. Sayuti, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sulaiman, S.H.
Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran . Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 75.000,-
Perkara
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3. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan : Rp. 750.000,-

5. Biaya Redaksi :  Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,-
JUMLAH :  Rp. 895.000,-

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
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